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ABSTRAK

Twvan dan penelitian ini adalah untuk mengetahul proses penyusunan laporan keuangan
Pemerintah daerah Kota Padang Tahun 2007 sekalipys menganalisa proses penyusunan Laporan
Feuangan Pemerintah daersh Kota Padang tersebul. Analisa ini didasarkan pada Permendagri
Mol Tahun o 2006 dimana setiap pemerintah dperah walih menyusun laporan keusngan
casrahnya yang terdir dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Anus Kas dan Catatan
atis Laporan Keuangan. Penelitian ini dilakukan di satu SKPD vaitu Dinas Pariwisata dan
kebudayaan dan sat SKPED vaitu Sekretariat Dasral Kota Fadang,

Hasil Penelitian ini mesunjukkan bahwa pada  proses penyusunan lzporan keusngan
=merintah Daeral kota Padang  diswsun berdasarkan Permendagri No 13 Tabun 2006,
reskipun secara teknis masih banyak perbaikan yimg perlo dilakukan olel Pemerintah Dasrah
*ola Padang, schingga kedepannya diharapkan Laporan  Keuangan vang berkualitas dapat
Dikasilkan, sehingga membertkan manfaat bag pihak-pihak yang berkepentingan,



BAL I

PENDAHU LUAN

I b Latar Belakang Masalah

Reformas: tahun 14497 membawa perubahan besas wigah pengelolaan
wegarn Republik Indonesaa termasuk pengefolaan dalam bidang Keuangan
negarn, Reformas:  memberikan peluang perubahan paradigma pembaneunan
mwswmal - dan paradigma permbuban menuju o paradioms  pemeratamn
prembanginan secara lebih adil dan benmbang  Perubakan parmdigma 1 anlarn
ln dewwudhan melaln kebpakan etonens dacrah dan penmbangan kevanean
pusal dun daerah vang diatur dalam sate pake undang-undang vaitn Undang-
Undang Na. 22 jahun 1999 lentasng Pemenniahan Daerah dan Lndang-Undang
Mo 25 tabiun B9 dentang Pernimbangan Keuansan amiara Pusat den Daerah dan
diravizi menjadi Undang-Undang Nomaor 33 tahun 2004

Otonom yang diberkan hepada daerah kabupaten dan kota dan propus:
dilaksanakan  dengan  memberikan Lewenangan  vang  luas. nvata  dan
bertanguunyjawah - kepada  pemenmiah  seearn proporsionsl Pelenpihan
tanggungiawab o dnkutl  denwan pengaluran  pembagian  permanfiatan
sumberdava nassonal, serta penmbangan kevanean pemennih pusal dan daesab
Cionami i ditanda dengan ditetapkannva PP No 3% tentang pembagian urusan
pemenniah - antaras pemanntab. pemenmiak dacrah propisi, dan [remermiih
kabupaten kota don Peraturan Pemerintah Mo 41 tahun 2007 1eniang arpanisas:

perungkat daerah



Reformasi manyemen Leuanean negard ledonesia bak pada pemerimah
pusal - maumm pada pemenniah daerah  ditanda denpan  ditetapkannya
seperanghal undang-undang bidane kewuangan nesara. vatu UL §7 Tahun 200
tenteng Rewmgan  Negara dan UL | Tahun 2004 teniang Perbendaharasn
Mepara Standar Akuntanst Pemenntahan vang  dimaksud  adalah Standar
Akuniansi Pemenntahan vang ditetaphan alzh permenniah dengan PP 29 tahun
1S dan PP Mo 58 tahue 2005 1emang Peneglolaan keuanpan Daeraby Selain iy
unuk mendukung undang-undang tersebut Menteri Dalam Newert mengeluarkan
Permendagn No 13 Tahun 2006 wentange Pedaman Penpelelaan Kenangan Daerah
sehagaimana dan  direvis) densan Paraturan Menteri Dalam Newert Nomor 5%
Tahun 2007, Dalam  undang-undang dan peraturan  pemenntah  tersebul
pemermiah daerab berkewanban membuat laporan keusngan konsalidas: VRHg
lerdin dan Laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan args kas dan
calatan - Mas laporan kevangan daerah Tuwjuan dan undang-undang dan peraturan
tersebut fidak lain adalah terselensearanva akuntabilites dan wansparanst dalam
pengelalan keuangan daerah. sehinpea  membenkan infarmas vang dieunakan
ocletr pihak-pihak vang berkepentinean baik internal maupun pihak ekiernal
pemenintah dalam pembusian keputusan ekonome. sosil dan politik sehaligus
iaparan heuangan sebagm buky pertangsunejmwaban dan pangalolaan

Dinas Pariwisals sdalah salab satu dari empat puluh SKPD vane ada d)
kota Padang, dan sesuai dengan per mendagr nol3 tabun 2006 maka selap SKED

Juga wank menvelengarakan laporan Leuanean pada dinasnva dimana laporan



BAB Y

PENLUTLP

5.0 hesimpulan

l

Penvisunan  anggaran  Permenniah bota Padang  dilaksanakan
bendasarkan PP Mo, 3% Tabun 2005 dan Permendagn Neo [3 Tahun
HAk Penvusunan anggoran dimula dengan Musrenbangs tingkal
kelurahon sampai ke ungkat kecamatan, dari tinghkal hecamatan
diterushan ke tingkat kotz. Dingkat kota akan dibahas secarn
bersama-sama oleh walikota dan Kepala Dinas dan entitas lain vang
ada di kotn padang Hasil Musrenbang im selamuinva disabban
meradi kebuakan Umum Anggaran (KUA). Selanuinva berdasarkan
rancangan KUA vane telah disusun makn disusun Prioetas plafon
anggaran {PPAS)  Setelah KUA dan PPAS tersebut selesai maka
kedua dekumen tersebul dizjukan ke DPRD untuk dibahas bersama-
sama. Berdosarkan nola hesepakan tersebul SKPD IRV IISLIN
angearan mereha. Hisal anggaran vang digjukan oleh masing-masing
ShPD disebut REA SKPD. RKA masing-masing SKPD dikumpulkan
dan dhlakukan kompilasi aleh dihasilkan RAPBD  RAPRD VINg
dibasilkan deajukan ke DPRD ook dibabas hersama sama Apabila
DFRD menvetupue Kaperda APBD tersebut maka ini akan disahkan

menjadt APBD das akan digunakan untuk sgm when. Namun apabila

I
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